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PROVINSI JAWA TENGAH 

 

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  

 

NOMOR 170/18 TAHUN 2021 

 

TENTANG 
 

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN  

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026 

SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

  PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, 
 
Menimbang : a.  bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 180/77 TAHUN 2021 tanggal 23 

Agustus 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, maka 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 perlu 

disempurnakan;  

  b.  bahwa Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ditetapkan 

dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan dijadikan 

dasar penetapan Perda tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 

2021-2026; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang 

Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sesuai 

Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

SALINAN 
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  2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

  3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

  4.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 
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  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

  9.  Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); 

  10.  Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

  11.  Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang 

Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 

  12.  Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

  13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 80) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

  14.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 9); 

  15.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengan Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2019 Nomor 16, Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 121); 
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  16.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 110); 

  17.  Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 

2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 36); 

  18.  Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2011–2031 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 96); 

  19.  Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182); 

 

Memperhatikan : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Kebumen. 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :   

KESATU : Menyetujui Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Kebumen Tahun 2021-2026 Sesuai Hasil Evaluasi 
Gubernur Jawa Tengah agar tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang 
lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.  

KEDUA : Penyempurnaan dan Penyesuaian sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU, dilakukan oleh Bupati Kebumen 
bersama dengan Panitia Khusus DPRD Kabupaten 

Kebumen Pembahas  Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kebumen tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 

2021-2026 berdasarkan hasil Evaluasi Gubernur Jawa 
Tengah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 180/77 TAHUN 2021 tanggal 23 Agustus 2021 
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tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kebumen tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 
2021-2026. 

KETIGA : Terhadap Diktum KEDUA, penyempurnaan dan 
penyesuaian berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa 
Tengah Nomor 180/77 TAHUN 2021 tanggal 23 Agustus 

2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kebumen tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 

2021-2026, sudah ditindaklanjuti sebelum 7 (tujuh) hari 
kerja terhitung sejak diterimanya keputusan Gubernur 

Jawa tengah ini.  

KEEMPAT : Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kebumen yang telah disempurnakan dan 

disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada 
Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan Nomor 

Register Peraturan Daerah. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan 

dilakukan perbaikan sebagimana mestinya. 

 
 Ditetapkan di Kebumen 

pada tanggal 25 Agustus 2021 

 
 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN 

K e t u a, 

 

  

 

SARIMUN 

 

 

Wakil Ketua, 

 

 

 

 

FUAD WAHYUDI 

Wakil Ketua, 

 

 

 

 

AGUNG PRABOWO 

Wakil Ketua, 

 

 

 

 

YUNIARTI WIDAYANINGSIH 

 

 

 

 

 

 


